
SALINAN

PERATURAN DAERAII KABI'PATEIT KIDIRI
ITOUOR 2 TAIIUI{ 2013

TEITTANG

PERT'BAIII$ ATAS PERATURAIT DAERAII NOUOR 4 TIIIIUIT 2q)8
TEI{TAITG PERUSITHAAJT DA.ERAII BANK PERNRTDI?AN RAI(YAT BANK

Menimbang: a.

DA.ERAII I(ABUPATEIT KEDIRI

DEITGAN RAIIMAT TT'I{AN YAITG MAIIA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa ketentuan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri perlu

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Ralcyat Bank Daerah Kabupaten Kediri perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Kediri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Mengingat : l.

b.

2.
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47), Tarl:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 125, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol l tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Ke{asama Daera}r (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O7 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8l26lPBll2OO6 tentang Bank

Perkreditan Ra-kyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO6 Nomor 87, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4656);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Bank Perkredital Ra-l<yat Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000

tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak

Ketiga;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan

l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2OO8

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralcyat Bank

Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2O08 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 37);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIzu

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK

DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 97

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

(1) Tahun buku PD BPR Bank Daerah disamakan dengan tahun
takwim.

(21 l-aba bersih PD BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak yang

telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk daerah

b. Cadangan Umum

c. Cadangan Tujuan

d. Dana Kesej ahteraan

e. Jasa Produksi

55o/o

12,50/o

12,5o/o

lOo/o

lOo/o

(3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
(4) Dana kesejalrteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan

pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal l0- 4 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYAITTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal LA- 12 - 2013

SEI{RETARIS DAERAII KAAI'PATEI| KEDIRI,

ttd

SUFOYO

LETBARAT5 DAERAII KABUPATEIT XTDIRI TAHIIN 2013 ITOUOR

Salinan sesuai dengan aslinya

H.SUPOYO, SH, M.Si
Pembina Uta-ma Madya

NrP. 195807 17 198603 l0 18
@
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PEN.'ELASAIY
ATAS

PERATURAIT DAERAII IIABI'PATEN IITDIRI
I|OMOR 2 TAIIUN 2013

TEITTA.ITG
PERT'BAIIAIT ATAS PERATT'RAI{ DA,ERAII IIOUOR 4 TAIII'IT 2q'8
TENTAI|G PERUSAIIAAN DAERAII BANK PERI(REDITAN RAITYAT

BA.ITK DAERAII KABUPATEIT I(EDIRI

I. T'MUM

Bahwa ketentuan prosentase penggunaar laba bersih Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang diatur dalam

Pasal 97 ayat (21 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten

Kediri perlu disesuaikan dengan Pasal 25 ayat (21 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1962 len+.ang Perusahaan Daerah, sehingga prosentase penggunaan

laba bersih PD BPR Bank Daerah sebagai berikut:

a. Bagian laba untuk daerah : 55o/o

b. Cadangan Umum

c. Cadangan Tujuan

d. Dana Kesejahteraan

e. Jasa Produksi

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2O08 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralryat Bank Daerah

Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O08 Nomor

4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37) perlu diubah.

U. PASALDEMIPASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TA}IBAIIA.IT LEMBARAN DA.ERAII IUBUPATEN KEDIRI I|OMOR 124

12,50/o

12,50/o

lOo/o

lOo/o
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